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UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO 

 

Ungkapan pribadi: 

 

“Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang”  

Hivi! – Jatuh bangkit kembali!  

Badai bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditempuh. Sebab dari jatuh, seseorang akan 

tahu caranya bangkit, dari bangkit seseorang akan tahu bahwa dirinya lebih kuat 

dari yg pernah dipikirkan. Pelaut hebat tak lahir dari laut yang tenang dan dalam 

perjalanan ini aku telah lahir menjadi salah satu Sang Pelaut Hebat. 

 

 

 

 

 

 

Motto : 

 

“When you focus on you, you grow, 

When you focus on shit, shit grows" 
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ABSTRAKSI 

Nama : AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI 

NIM 202110110311259 

Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN 

BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI PADA 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL 

NON-FISIK (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual) 

Pembimbing I : Sumali, S.H., M.Hum 

Pembimbing II : Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum 

 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang progresif dalam 

mengatur lebih rinci bentuk kekerasan seksual, termasuk didalamnya Pelecehan 

Seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang 

memberikan dampak negatif yang serius dalam jangka panjang, luas dan berakibat 

serius. UU TPKS memberikan perluasan mengenai rumusan yang jelas bentuk 

kekerasan seksual secara komprehensif salah satunya dengan menjadikan Barang 

Bukti menjadi Alat Bukti. hal ini menimbulkan problematika hukum sebab Alat 

Bukti sah memiliki dibatasi limitnya sebagaimana pada Pasal 184 KUHAP. 

Dengan itu, penulis menetapkan 2 (dua) rumusan masalah yakni 1) Bagaimana 

Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non-Fisik, 2) Bagaimana 

Implikasi Hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan 

Seksual Non-fisik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan serta studi pustaka untuk menganalisis efektivitas dan 

implikasi dari perluasan alat bukti dalam UU TPKS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa walaupun perluasan tersebut dimaksudkan untuk 

memperkuat perlindungan korban, masih terdapat tantangan dalam implementasi, 

terutama terkait sinkronisasi dengan asas legalitas dan prinsip pembuktian dalam 

hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara 

KUHAP dan UU TPKS agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang 

efektif bagi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik 

 

Kata Kunci : Pelecehan Seksual Non-Fisik, Barang Bukti, Alat Bukti, UU 

TPKS, KUHAP, Pembuktian 
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ABSTRACT 

Name : AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI 

NIM 202110110311259 

Title : “A NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF THE 

TRANSFORMATION OF PHYSICAL EVIDENCE INTO LEGAL 

EVIDENCE IN THE PROOF OF NON-PHYSICAL SEXUAL 

HARASSMENT (CASE STUDY OF LAW NO. 12 OF 2022 ON 

SEXUAL VIOLENCE CRIMES)” 

Supervisor I : Sumali, S.H., M.Hum 

Supervisor II : Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum 

 

 

Non-physical sexual harassment is a form of sexual violence that causes serious 

harm to victims but is often difficult to prove due to the lack of physical evidence. 

Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) serves as a 

progressive legal instrument that not only defines sexual violence comprehensively 

but also expands the scope of admissible evidence by recognizing physical evidence 

as legal proof. This provision raises legal concerns, as Indonesia's Criminal 

Procedure Code (KUHAP) limits valid evidence to specific types listed in Article 

184, excluding physical evidence. This study uses a normative juridical method with 

a statute approach and literature review to analyze the effectiveness and legal 

implications of such evidentiary expansion. The findings indicate that while the 

expansion aims to strengthen victim protection, it poses implementation challenges, 

especially regarding harmonization with the principle of legality and Indonesia’s 

evidentiary system. Thus, aligning the provisions of KUHAP with the UU TPKS is 

essential to ensure legal certainty and effective protection for victims of non- 

physical sexual harassment. 

Keywords: Non-Physical Sexual Harassment; Physical Evidence; Legal Evidence; 

UU TPKS; KUHAP; Legal Proof 
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